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Abstract

This study aims to examine and obtain empirical evidence public participation and public service of
Performance Organizations. With good government governance as variable moderat. This research is
motivated by the fact that the public paticipation and public service should provide on performance
organization. And good government governance as variable moderat. Variables that will be tested in this
study is the public participation, and public service, (as an independent variable) against the performance
organizations (as the dependent variable) and the good government governance (as the moderat variable).
The data in this study is the primary data obtained from questionnaires distributed directly to the
respondents. Data collected from 43 respondents who are staff of Local Government department control
room and civilization at cianjur residence. The hypothesis in this study were lested using simple linear
regression and moderating regression. The resulls of this study is the first test showed that the public
participation and public service, significantly influence the Performance Organizations. While good
government governance did not significantly influence the relation public participation with the Performance
Organizations. And than ftest showed that the good government governance did not significantly influence
the relation public service with the Performance Organizations.

Keywords:  Public Participation, Public service, Performance Organizations,and Good Government
Governance.

PENDAHULUAN Dengan adanya UU No. 22/1999 terjadi perubahan

Reformasi yvang di perjuangkan oleh seluruh signifikan mengenai hubungan legislaif dan eksekutif
lapisan masyarakat membawa perubahan dalam di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama
kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah memiliki “power”. Dalam pasal 14 ayat (1)
satu agenda reformasi tersebut adalah adanya dinyatakan bahwa “di daerah dibentuk Dewan
desentralisasi  keuangan dan Otonomi daerah. Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan
Berdasarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai
tentang  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah, Badan Eksekutif Daerah.” Sementara itu yang
Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah
yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat hanya “Kepala Daerah beserta perangkat daerah
dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu lainnya:” Dan yang penting dari itu adalah
paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu: “kedudukan™ diantara kedua lembaga tersebut bersifat
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “sejajar dan menjadi mitra.” Dampak reformasi yang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara ketatanegaraan, Pemerintahan ~ semacam  ini
Pemerintahan Pusat dan Dacrah. memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam wujud
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“Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab, Beberapa pakar dan teoritisi administrasi
untuk mengatur dan mengurus  kepentingan berpendapat bahwa peranan pemerintah harus
masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip terfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan
demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi kepada masyarakat selain pemberdayaan dan
masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan pembangunan. Tugas pokok pemerintahan modern
keadilan, serta sesuai dengan kondisi. potensi danpada hakekatnya adalah  pelayanan  kepada
keragaman daerah. Otonomi Daerah sebagai wujud masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk
pelaksanaan asas desentralisasi dalam melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani
penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh masyarakat serta menciptakan  kondisi  yang
Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, memungkinkan setiap anggota masyarakat
pada hakekatnya merupakan pencrapan konsep teori mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
areal division of power yang membagi kekuasaan tercapainya tujuan bersama.
negara secara vertikal. Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan
Kebijakan desentralisasi dan terjadinya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi
reformasi pemerintahan vang terjadi di Indonesia dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber
telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan yang absah. Paradigma pemerintah sebagai
penyelenggaraan  pemerintahan dari  paradigma a  governing process  ditandai  oleh  praktek
sentralistis kearah desentralisasi riel yang ditandai pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-
dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada konsensus ectis antara pemimpin dengan masyarakat.
Daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-
khususnya untuk lebih memandirikan Daerah serta kesepakatan vang terbentuk melalui diskusi dan
pemberdayaan masyarakat (empowering). Implikasi diskursus yang berlangsung dalam ruang publik.
reformasi diatas diikuti dengan perubahan kebijakan Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan,
Pemerintah diberbagai bidang antara lain yang pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-
mengatur  desentralisasi dan otonomi Daerah, mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut
perimbangan keuangan, KKN dan pelayanan adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern
masyarakat serta akuntabilitas vyaitu seperti UU birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta.
28/1999, dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala
Daerah. Implikasi positif dari berlakunya Undang- pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, atau
undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi
dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, daerah.
diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan Seiring  dengan  diberlakukannya  dan
akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
berkembang di masyarakat, vang kemudian 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jika dilakukan
mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan pengkajian mendalam atas perlunya perubahan
publik di daerah bersama-sama Kepala Dacrah mendasar sistem Pemerintahan Daerah itu, maka
(Bupati dan Walikota). pilihan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang
Dampak lain yang kemudian muncul dalam seluas-luasnya sudah barang tentu diperkirakan dapat
rangka otonomi daecrah adalah tuntutan terhadap menjawab semangat reformasi vyang sckarang
pemerintah untuk menciptakan good governance memang sedang bergulir, lebih dapat menjamin
sebagai salah prasyarat penyelenggaraan pemerintah peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  lebih
dengan  mengedepankan  akuntanbilitas  dan demokratis dan memenuhi kehendak dan aspirasi
transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas dan masyarakat yang menginginkan pelayanan prima dari
transparansi diperlukan infernal control dan eksfernal aparatur birokrasi, transparan dan akuntabilitas.
control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi nyata saat ini kita masih dalam tahap
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konsolidasi yang konsentrasinya masih pada penataan abdi masyarakat, dalam menyelenggarakan tugas
urusan/kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, aset, umum pemerintahan pembangunan serta tugas
keuangan, serta penyesuaian-penyesuaian dalam pelayanan kepada masyarakat...

bentuk regulasi dan lain lain. Dalam menyikapi Guna menciptakan pemerintahan yang kuat
kebijakan otonomi daerah dan implementasinya ini dan pemerintahan yang bersih (Good Goverment
perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan Governance), maka dibutuhkan keikhlasan segenap
pemerintahan yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan untuk beberapa hal,
terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yakni :

scbagaimana mestinya olch aparatur / birokrasi dalam a. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap
suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan fenomena-fenomena sosial budaya dan
dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat politik yang terjadi di tengah-tengah
dalam penyelenggaraan otonomi dacrah serta masyarakat:
mewujudkan good governance. b. mengenai seluk beluk akar permasalahan
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dalam masyarakat serta mengambil langkah-
Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang langkah penanganan yang bersifat persuasif’,
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ¢. meningkatkan pelayanan masyarakat yang
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi lebih baik (pelayanan prima).
dan Nepotisme (KKN), maka tindak lanjutnya Tetapi pada kenyataan nya di dalam penerapan

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem system  kepemerintahan  selalu  menimbulkan
pertanggung jawaban yang tepat dan jelas dan permasalahan seperti pendapat SBY  berpendapat
legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan mengenai buruk nya kinerja pemerintah dalam
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya mengatasi permasalhan dalam pelayanan public
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, seperti kutipan di media detik. Saat ini berbagai media
serta bebas dari KKN. ramai memberitakan tentang pusingnya pemerintah

Dalam pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor terutama Menteri Keuangan yang tiap tahunnya harus
28 Tahun 1999 bahwa azas akuntabilitas scbagai salah mengalokasikan anggarannya 50% lebih untuk
satu dari azas-azas umum penyelenggaraan Negara menggaji para PNS diseluruh penjuru Indonesia yang
adalah azas yang menentukan, bahwa setiap kegiatan jumlahnya sekarang sangat banyak bahkan “over
dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan dosis”. Namun besarnya anggaran yang dikeluarkan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggung menurut banyak pihak (termasuk pihak pemerintah
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai sendiri, bahkan disuatu kesempatan Presiden SBY
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai berkata sangat ngeri melihat jumlah PNS yang ada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini) tidak dibarengi dengan kinerja yang baik dan
berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, telah memuaskan dari para PNS-PNS tersebut. Banyaknya
diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahunl999 tentang jumlah PNS tidak menjadi jaminan perbaikan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pelayanan Birokrasi Pemerintah semakin membaik,
intinya mewajibkan setiap instansi Pemerintah yang ada tetap banyak masyarakat yang mengeluhkan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai buruknya Birokrasi di negeri tercinta ini. Apalagi
dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggung berita mengenai  ketidak disiplinan para pegawai
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyanegri sipil yang mangkir dalam bekerja hal ini
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan menimbulkan polemik di mata masyarakat yang kian
kebijaksanaan yang dipercayakan kepada aparatur cermat  mengawasi  pemerintahan  dan  ini
pemerintah. Di  mana tugas pokok aparatur menimbulkan permasalahan yang serius terhadap
pemerintah, yaitu sebagai abdi negara dan sebagai kinerja pemda yang di rasakan kurang optimal.
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Seiring dengan jamannya demokrasi masyarakat pada
umumnya banyak menuntut

terhadap  kinerja penelitian
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Berdasarkan perumusan masalah diatas maka
ini dilakukan dengan tujuan sebagai

pemerintahan kuhususnya para pegawai sipil yang berikut:

mana, harapan dari kami dapat memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat umum. Oleh sebab itu kami
mengagakat topik tentang kinerja pemda untuk di
jadaikan karya tulis ilmiah yaitu kedalam tugas akhir
sekripsi yang akan saya buat dengan judul pasrtisipasi
masyarakat dan badan pelayanan umum terhadap
kinerja pemda melalui GG G (good government
governance) scbagai variable moderating.

Cianjur, sebagai entitas yang di dalamnya
terdapat masyarakat yang heterogen sebagai objek
pembangunan, memerlukan ruang dan wilayah untuk
berkembang. Pembangunan terutama infrastruktur dan
fasilitas umum di Kabupaten Cianjur saat ini memang
masih terpusat di daerah kota (bagian utara). Setiap
pembangunan akan selalu ada dampak yang

1. Untuk mencari bukti empiris dampak
partisipasi masyarakat terhadap kinerja
organisasi.

Untuk mencari bukti empiris dampak

antara pelayanan publik terhadap kinerja

organisasi.

3. Untuk mencari bukti empiris dampak
antara good government governance
terhadap hubungan kinerja organisasi
dengan partisipasi masyarakat.

4. Untuk mencari bukti empiris dampak
antara good government governance
terhadap hubungan kinerja organisasi
dengan pelayanan publik.

)

ditimbulkan baik itu dampak positif yang diharapkan Manfaat Penelitian

maupun dampak negatif berupa permasalahan yang 1.
harus diminimalkan, jika tidak bisa dihilangkan,
akibat ckses dari pembangunan itu sendiri. Konsep
dan teori pembangunan dan pengembangan wilayah
sudah banyak dijelaskan oleh para ahli perencanaan
pembangunan dan pengembangan wilayah, namun
dampak negatif yang terjadi dan tergambarkan akibat
pembangunan di daerah lain kadang terulang dan
terjadi di daerah lain.
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Scberapa  besar  dampak
masyarakat pengaruh
pemrintah daerah?
2. Seberapa besar dampak pelayanan publik
pengaruh terhadap kinerja pemerintah dacrah?
3. Seberapa besar dampak good government
governance terhadap hubungan antara kinerja
pemerintah  daerah dengan partisipasi
masyarakat ?
4. Seberapa besar dampak good government
governance terhadap hubungan antara kinerja

partisispasi
terhadap kinerja 2.

Bagi Peraktisi.

Bagi kalangan praktisi di harapkan penelitian
ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh
partisipasi masyarakat dan pelayanan publik
terhadap kinerja pemda, schingga dapat
meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan
good goverment governance.

Bagi Pemerintah.

Sementara bagi pemerintah dacrah diharapkan
menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan
otonomi daerah khususnya akan meningkatkan
peran pemda mewujudkan kepemerintahan yang
baik (good government governance). Sedangkan
bagi partai politik dapat dijadikan acuan pada saat
merekrut pegawai sipil yang kompeten dan
propesional.

pemerintah daerah dengan pelayanan publik? LANDASAN TEORI
1.1 Partisipasi masyarakat

Tujuan Penelitian

Pengertian Partisipasi
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Dalam ensiklopedi administrasi disebutkan bahwa
arti dari kata participation™ adalah sesuatu aktifitas
untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan
dalam kegiatan organisasi. atau ikut sertanya
bawahan dalam kegiatan organisasi. Kata
“partisipasi” ditinjau dari segi etimologis menurut
Suwanto (1983) merupakan: Meminjam dari bahasa
Belanda “participation” yang sebenarnya dari
bahasa latin “participatio”. Perkataan participatio
sendiri terdiri dari dua suku kata yakni pars yang
berarti bagian dan capere yang berarti mengambil
bagian. Perkataan participatio itu sendiri berasal
dari kata kerja “participare” yang berarti ikut serta.

Dengan  demikian  partisipasi  mengandung
pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau
aktifitas.

Konsep partisipasi masyarakat

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan
partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada
kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu
produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan
“corresponding to the extent of citizen’s power in
determining the plan and/or program. Secara umum,
dalam model ini ada tiga derajat partisipasi
masyarakat (1) Tidak Partisipatif (Non
Participation); (2) Derajat Semu (Degrees of
Tokenism) dan (3) kekuatan masyarakat (Degrees of
Citizen Powers). Dua tangga terbawah yang
dikategorikan dalam derajat Non partisipasi (Non
Participation) menempatkan bentuk-bentuk
partisipasi yang dinamakan Manipulasi
(Manipulation) dan Terapi (Therapy) dalam kedua
tangga tersebut, partisipasi hanya bertujuan untuk
mendidik “menatar” masyarakat “mengobati”
masyarakat. Dalam tangga pertama Manipulasi bisa
diartikan (relative) tidak ada komunikasi apalagi
dialog sedangkan dalam tangga kedua
Therapy telah ada komunikasi namun masih bersifat
terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang
kekuasaan) dan hanya satu arah. Tangga ketiga,
keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat
tanda partisipasi (Degree of Tokenism) yaitu
partisipasi  masyarakat  telah  didengar dan
berpendapat  tetapi mercka tidak memiliki
kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa
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pandangan mercka akan dipertimbangkan oleh
pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi
masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat
kecil untuk menghasilkan perubahan dalam
masvarakat. Dalam tangga ke tiga yaitu Information
menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak
terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada
sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal
balik (feed back), seperti pengumuman, penyebaran
pamflet dan laporan tahunan.

Tangga ke empat yaitu Consultation
bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah
tetapi masih bersifat partisipasi yang

ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjaringan
aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah
ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan
aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum
ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan
misalnya survey sikap, temu warga dan dengar
pendapat publik. Tangga ke lima yaitu Placation
(penentraman) berarti bahwa komunikasi telah
berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara
masyarakat  dengan  pemerintah, masyarakat
(khususnya yang rentan dan termajinalisa)
dimungkinkan untuk memberikan masukan secara
lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan
publik. namun proses pengambilan keputusan masih
dipegang oleh pemegang kekuasaan. Tiga

tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa
masyarakat (Degree of Citizen Power) dimana
masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses
pengambilan keputusaan partisipasi masyarakat
(kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk
dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak
kebijakan  dengan  menjalankan  kemitraan
(partnership) yaitu masyarakat telah mampu
bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan™ dalam
posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated
power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan
kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah
“dikuasai”. Pada tangga kendali warga (cifizen
confrol) partisipasi masyarakat secara politik
maupun administratif sudah mampu mengendalikan
proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari
kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah
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memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu pelayanan personal (personal service). 2). Fungsi
objek kebijakan tertentu. pelaksanaan pembangunan (development function),
Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh 3). Fungsi perlindungan (protective function). Untuk
Arnstein (1971) terlihat bahwa terdapat perbedaaan melaksanakan  fungsi-fungsi  tersebut  pegawai
yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu pemerintah daerah harus dapat meninjaklanjuti atau
(emply ritual) dengan yang mempunyai kekuatan menjabarkan penyelenggaraan pelayanan publik
nyata (real power). Didalamnya digambarkan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing
bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masing unit.
masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana Konsep pelayanan Publik
masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan Dari tahun ke tahun untuk membenahi pelayanan
keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian publik terus dilakukan. Pembuatan kebijakan
masing-masing derajat diteckankan bukan pada pemerintah dilaksanakan dengan selalu berprinsip
seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pada kepuasan publik untuk memberikan pelayanan
pembentukan  kebijakan atau program  yangyang baik kepada publik perlu perlu diterangkan
dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu;
seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keterbukaan,
akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. efesien, keadilan, dan ketetapan waktu. Prinsip
pelayanan ini merupakan indikator untuk menilai
5.2. Pelayanan Publik baik tidaknya pelayanan aparatur terhadap publik.
Pengertian Pelayanan Publik Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010 :4)
Menurut Kotler (1997:227) pelayanan adalah mengemukakan bahwa, pemberian pelayanan harus
sebagai berikut: berdasarkan pada beberapa prinsip pelayanan Prima
A service is any act or performance that one party can sebagai berikut :

offer to another that isessentially intangible and doses 1)

not result in the ownership for of anvthing. Its
production may or may nol be tied to physical
product.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui 2)

bahwa pengertian pelayanan yaitu suatu kinerja
penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih
dapat dirasakan dari pada dimiliki serta pelanggan
dapat lebih berpartisipasi
mengkonsumsi jasa atau pelayanan. Dengan demikian
hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan
perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai
abdi masyarakat. Selain itu hal penting yang sering
dijadikan argument perlunya otonomi daerah adalah
bahwa dimensi pelayanan publik yang semakin
terdesentralisasi pada tingkat lokal. Hal ini sejalan
dengan fungsi pokok pemerintah daerah (local
government) John Stewart dan Michael Clarke (dalam
Skelcher, 1992:3) waitu: 1). Fungsi pelayanan

aktif dalam proses 3)

Appropriateness, yaitu setiap jenis, produk,
proses dan mutu pelayanan yang disediakan
pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai
dengan apa vangdibutuhkan masyarakat.
Accesssibility, yaitu setiap jenis, produk , proses
dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah
harus dapat diakses sedekat dan sebanyak
mungkin oleh pengguna pelayanan.

Continuity, vaitu setiap jenis, produk , proses dan

mutu pelayanan yang disediakan pemerintah

harus secara terus menerus tersedia bagi
masyarakat pengguna jasa pelayanan.

4) Technicality, yaitu setiap jenis, produk |,
proses dan mutu pelayanan vang disediakan
pemerintah harus ditanggani oleh petugas
yang benar-benar memiliki kecakapan teknis
pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan,
ketepatan, dan kemantapan aturan, sistem,
prosuder dan instrumen pelayanan yang baku.

Begitu pentingnya profesional pelayanan publik,

masyarakat (publik service function) yang terdiri atas pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan
1.1. pelayanan lingkungan (environment service), 1.2. No. 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana
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Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh
setiap birokrasi publik dalam  memberikan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-
prinsip pelayanan.

5.3. Pengertian Kinerja Organisasi

Pengertian kinerja organisasi

Istilah kinerja berasal dari kata job performance
atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi
yang sesungguhnya yang dicapai oleh sescorang).
Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan
maupun kelompok dalam suatu perusahaan. Menurut
Mangkunegara (2002), kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas vang dicapai olch
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Pencapaian kinerja yang tinggi akan memberikan
kepuasan bagi individu schingga individu tersebut
dapat termotivasi untuk selalu berusaha mencapai
kinerja ~ yang  tinggi  dalam  melaksanakan
pekerjaannya. As’ad (1991) menyatakan bahwa
kinerja adalah hasil yang dicapai sescorang menurut
ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang
bersangkutan. Kinerja individu merupakan hasil kerja
individu  tersebut dengan  mengkombinasikan
kemampuan, usaha dan kesempatan dalam
melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki
kinerja yang tinggi akan selalu berorientasi pada
prestasi, memiliki percaya diri, berpengendalian diri,
dan memiliki kompetensi. Menurut Andraeni (2005),
kinerja seseorang akan baik jika dia memiliki keahlian
(skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena adanya

pemberian gaji/upah dan mempunyai harapan akan 5.4.

masa depan yang lebih baik.

Konsep Kinerja Organisasi

Ada beberapa indicator yang biasanya digunakan

untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto,

1995 dalam Adriani, 2002), yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur
tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.
Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai
rasio antara /mput dan output. Konsep
produktifitas dirasa terlalu sempit, dan kemudian
General Accounting Office (GAO) mencoba
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mengembangkan satu ukuran produktivitas yang
lebih luas dengan memasukkan seberapa besar
pelayanan publik itu memiliki  hasil yang
diharapkan sebagai salah satu indicator kinerja
yang penting.
2. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan
kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik
yang eksplisit maupun implisit.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa
besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik
tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh
rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan
sendirinya akan sclelu  merepresentasikan
kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk
melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik itu konsisten dengan kehendak
masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya
bisa dilihat dari ukuran internal yang
dikembangkan oleh organisasi publik atau
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja
sebaiknya harus dinilai dari ukuran cksternal,
seperti nilai dan norma yang berlaku dalam
masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik
memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu
dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan
norma yang berkembang dalam masyarakat.
Good Government Governance
Pengertian Good governance
Konsep governance bukanlah konsep baru,
konsep governance sama luasnya dengan peradaban
manusia, salah satu pembahasan tentang good
governance dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin
(Setyawan ., 2004 : 223) governance merupakan
suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti
istilah government, yang menunjuk penggunaan
otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam
mengelola masalah-masalah kenegaraan.
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana
warga dan  kelompok-kelompok  masyarakat
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Dimensi fungsi;
Dimensi struktur;
Dimensi konvensi interaksi;

mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan
hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani
perbedaan-perbedaan diantara mercka. Defenisi lain »
menyebutkan  governance adalah mekanisme < Dimensi distribusi kekuasaan.

pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang Dilihat dari dimensi aktor, governance dicirikan
melibatkan pengaruh sektor negara dan scktor non- dengan banyaknya jumlah peserta baik yang berasal
pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini dari sektor publik maupun privat yang terlibat dalam
mengasumsikan banyak actor yang terlibat dimana pengaturan secbuah  kebijakan. Sementara itu,
tidak ada yang sangat dominan yang menentukan government dicirikan dengan sangat sedikit dan
gerak actor lain. Governance sebagai proses terbatasnya jumlah peserta dalam proses pengaturan
pengambilan keputusan dan proses yang mana kebijakan tersebut, aktor yang terlibat pun biasanya
keputusan itu diimplementasikan, maka analisis merupakan badan-badan (lembaga) pemerintahan.
governance difokuskan pada faktor-faktor formal

dan informal vyang terlibat dalam pengambilan Penelitian terdahulu.

keputusan dan implementasinya serta struktur formal Partisipasi masyarakat dan kinerja organisasi

dan informal yang disususun mendatangkan Adanya perubahan paradigma anggaran dicra
inflementasi  keputusan. GGG menurut  Surat reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat
Keputusan ~ Menteri  Negara/Kepala ~ Badan (publik) dalam keseluruhan system kepemerintahan.

Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik
PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga
GGG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), masyarakat dalam mengawasi kinerja pemda (Rubin,
Good Goverment Governance adalah  prinsip 1996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa
korporasi yang schat yang perlu diterapkan dalam partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan
pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata- otonomi dacrah karena dalam partisipasi menyangkut
mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang
rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GGG kinerja pemda dalam pelayanan publik.

merupakan suatu struktur yang mengatur pola HI: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap
hubungan harmonis antara dewan komisaris, direksi, kinerja organisasi

pemegang saham dan para stakeholder lainnya.

Suatu sistem pengecekan dan perimbangan Pelayanan public dan kinerja organisasi
kewenangan atas pengendalian perusahaan yang Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-
dapat membatasi pengelolaan yang salah dan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk

penyalah gunaan aset perusahaan. Suatu proses yang
tansparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaian berikut pengukuran kinerjanya.

Konsep Good Government Governance,

Dalam memahami perbedaan antara governance dan
government, Schwab dan Kubler (2001) melihatnya
dari 5 (lima) fitur dimensi berdasarkan
pengamatan mereka terhadap interaksi pada sebuah
kontinuum pengaturan kebijakan antara governance
dan government sebagai berikut:

+ Dimensi aktor;

memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan
berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan
fungsi pelayanan yang diembannya. berdasarkan
hak-hak vyang dimiliki oleh masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan pemerintahan  dan
pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:70).

Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua
kelompok besar yaitu: pertama. pelayanan publik
vang diberikan tanpa memperhatikan orang
perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara
umum yang meliputi penyediaan sarana dan
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prasarana transportasi, penvediaan pusat-pusat H3: Good government governance berpengaruh

kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga signifikan terhadap hubungan antara partisispasi
pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain masyarkat dengan kinerja organisasi.
scbagainya: kedua. pelayanan yang diberikan secara H4: Good government governance berpengaruh
orang perscorangan yang meliputi kartu penduduk signifikan terhadap hubungan antara pelayanan
dan surat-surat lainnya (I Nyoman Sumaryadi, public dengan kinerja organisasi

2010:70-71).

H2: pelayanan public berpengaruh terhadap kinerja METODE PENELITIAN
Obyek penelitian adalah berlokasi di Pemda dinas

Hubungan partisipasi masyarakat dan pelayanan Pemukiman dan Tata ruang kabupaten kecamatan
public dengan Kinerja, serta variable moderating cianjur propinsi jawa barat. Sampel yang digunakan
Good government governance. dalam penelitian ini adalah Staf di tiap unit. Populasi

Governance merupakan suatu terminologi dalam penelitian ini adalah kurang lebih 100 PNS.
yang  digunakan untuk  mengganti  istilah Dengan menggunakan metode purposive sampling
government, yang menunjuk penggunaan otoritas yaitu pemilihan sampel secara acak diperoleh dengan
politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola menggunakan  pertimbangan  tertentu  dimana
masalah-masalah kenegaraan. mekanisme, proses umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah
dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok- penelitian.
kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan
mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi Jenis dan Sumber Data
kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
diantara mereka. Endarlin (Setyawan , 2004 : 223). adalah data primer. Data primer merupakan sumber
GGG  menurut  Surat Keputusan  Menteri data penelitian yang diperoleh peneliti secara
Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan langsungs melaluisekertaris dinas.
Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000
tentang Pengembangan Praktik GGG dalam Metode Pengumpulan Data
Perusahaan  Perseroan  (PERSERO).  Good Teknik pengumpulan data yang digunakan
Goverment Governance adalah prinsip korporasi dalam penelitian ini adalah melakukan survei dengan
yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan mendatangi Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa
perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demiDan Politik yang berada di kantor kecamatan
menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka kabupaten cianjur dan meminta bantuan untuk
mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Dari meminta surat ijin penelitian ke Dinas Permukiman
definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GGGdan Tata ruang kabupaten Cianjur, setalah
merupakan suatu struktur yang mengatur pola mendapatkan ijin lalu mendatangi skrtaris di Dinas
hubungan harmonis antara dewan komisaris, direksi, Permukiman dan Tata ruang lalu menyerahkan
pemegang saham dan para stakeholder lainnya. kuesioner yang tersedia untuk dapat di sebarkan ke
Suatu sistem pengecekan dan perimbangan bagian sample yang telah di tentukan sebelumnya.
kewenangan atas pengendalian perusahaan yang Adapun jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 80
dapat membatasi pengelolaan yang salah dan kuesioner, dimana jumlah kuesioner untuk tiap tiap
penyalah gunaan aset perusahaan. Suatu proses yang sub  bagian berbeda (jumlah tergantung dari
tansparan atas penentuan tujuan perusahaan, ketersediaan dari masing-masing sub untuk mengisi

pencapaian berikut pengukuran kinerjanya. kuesioner penelitian). Kuesioner akan dibagi menjadi
Sehingga  model  penelitiannya  dapatdua bagian. Bagian pertama menanyakan identitas
digambarkan sebagai berikut: responden. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang

variabel-variabel  penelitian.  Jenis  pertanyaan
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kuesioner pada bagian kedua merupakan pertanyaan
dengan skala tanggapan vang berpedoman pada skala
likert. Cara pengisian kuesioner adalah dengan
memilih salah satu antara angka 1 sampai dengan 5
dengan memberi tanda silang (X) vang berhubungan
dengan item-item pertanyaan yang teclah disediakan,
sesuai dengan kondisi dalam unit kerja.

HASIL PENELITIAN

1. Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan
bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif
terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh koefisien variabel partisipasi
masyarakat positif sebesar 0,538 dengan nilai
signifikansi 0,024 (lebih kecil dari 0,05). Karena
nilai signifikansi partisiasi masyrakat lebih kecil 3.
dari 0,05 atau 5% maka berhasil menerima HI.
Dengan  demikian  hasil  pengujian  ini
menunjukkan adanya pengaruh variabel
partisipasi masyrakat terhadap kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini  konsisten dengan
penelitian terdahulu yang mengartikan adanya
pengaruh partisipasi masyrakat dengan Kkinerja
organisasi dengan pernyataannya, adanya
perubahan paradigma anggaran diera reformasi
menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik)
dalam keseluruhan system kepemerintahan. Untuk
menciptakan  akuntabilitas  kepada  publik
diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga
masyarakat dalam mengawasi kinerja pemda
(Rubin, 1996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan
bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari
pelaksanaan otonomi daerah karena dalam
partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan
aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini
termasuk pengawasan terhadap kinerja pemda
dalam pelayanan publik.

2. Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa
pelayanan publik berpengaruh positif terhadap
kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh koefisien wvariabel pelayanan publik
sebesar 0,704 dengan nilai signifikansi 0,000
(lebih kecil dari 0.05). Karena nilai signifikansi
pelayanan publik lebih kecil dari 0,05 atau 5%
maka berhasil menerima H2. Dengan demikian
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hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh
variabel pelayanan publik terhadap kinerja
organisasi.

Hasil ini konsisten dengn pernyataan yg di
kemukakan oleh I nyoman sumardi yaitu
pelayanan public berpengaruh signifikan terhadap
kinerja  organisasi  dengan  pernyataanya.
Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan
berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan
fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan
hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan pemerintahan dan
pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:70).
Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa good
government governance berpengaruh  positif
terhadap hubungan partisipasi masyrakat dengan
kinerja organisasi sebesar 0,084 dengan nilai
signifikansi 0,077 (lebih besar dari 0,05). Karena
nilai signifikansi good government governance
lebih besar dari 0,05 atau 5% maka berhasil
menerima HO. Dengan demikian hasil pengujian
ini menunjukkan tidak adanya pengaruh good
government governance terhadap hubungan antara
partisipasi masyrakat dan kinerja organisasi.

Hasil ini tidak konsisten dengn pernyataan
peneliti terdahulu yg di kemukakan oleh Assad
(1991) dan Mangkubumi (2005) yang menyatakan
Good government governance berpengaruh
terhadap hubungan partisipasi masyrakat dan
kinerja organisasi, penelitian ini mendukung HO
yang di kemukakan oleh Adrian Dkk (2009) yang
menyatakan tidak ada pengaruh terhadap good
government governance terhadap hubungan antara
partisipasi masyrakat dan kinerja organisasi. Hal
tersebut mungkin di karenakan penelitian ini
berada di sector pemerintah dinas pemukiman dan
tata ruang yang susunan organisasi mutlak ada di
pemerintah pusat sehingga perencanaan utuk tata
kelola pemerintahan yang baik di nilai dari satu
aspeck dan tidak semua aspek pemerintah bisa
mengikutinya jadi dapat di simpulkan dengan
adanya partisipasi masyrakat peraturan yang sudah
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di rencanakan dengan baik oleh pemerintah dapat 3.
terganggu.

4. Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan
bahwa good government governance berpengaruh
positif terhadap hubungan pelayanan publik 4.
dengan kinerja organisasi sebesar 0,014 dengan
nilai signifikansi 0,605 (lebih besar dari 0,05).
Karena nilai signifikansi good government
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Tidak Ada dampak yang signifikan antara Good
Government  Governance  terthadap  kinerja
organisasi Pemda di Dinas tatar ruang dan
pemukiman kabupaten cianjur.

Tidak Ada dampak yang signifikan antara
terhadap kinerja organisasi Pemda di Dinas tatar
ruang dan pemukiman kabupaten cianjur.

governance lebih besar dari 0,05 atau 5% maka Saran

berhasil menerima HO. Dengan demikian hasil
pengujian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh
good government governance terhadap hubungan
antara pelayanan publik dan kinerja organisasi. 1.

Temuan dari penelitian ini berbanding
terbalik dengn pernyataan peneliti terdahulu yg di
kemukakan oleh Assad (1991) dan Mangkubumi
(2005) vyang menyatakan Good government
governance berpengaruh terhadap hubungan
pelayanan publik dan kinerja organisasi, penelitian
ini mendukung HO yang di kemukakan oleh
Adrian Dkk (2009) yang menyatakan tidak ada
pengaruh terhadap good government governance
terhadap hubungan antara partisipasi masyrakat 2.
dan kinerja organisasi. Hal tersebut mungkin di
karenakan penelitian ini berada di sector
pemerintah dinas pemukiman dan tata ruang yang
susunan organisasi mutlak ada di pemerintah pusat
schingga  perencanaan utuk tata  kelola
pemerintahan yang baik di nilai dari satu aspek
dan tidak semua aspek pemerintah bisa 3.
mengikutinya. Kesimpulanya good government
governance memiliki batasan di dalam pelayanan
public seningga adanya pembatas atara tata kelola
yang baik dengan campur tangan pihak luar.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan
keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa
saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
Bagi masyarakat diharapkan semakin
meningkatkan partisipasinya karena terbukti
dengan adanya partisipasi masyarakat maka
kinerja organisasi yang dilakukan akan meningkat
dan meningkatnya pelayanan pablik di tunjang
dengan kinerja organisasi. Sementara, bagi
pemerintah  baik cksekutif maupun legislatif
diharapkan meningkatkan good government
governance schingga akan meningkatkan tingkat
kinerja organisasi pemerintah daerah.

Sedangkan bagi dunia pendidikan diharapkan
dapat menjadi acuan di dalam pengembangan
penelitian  selanjutnyaMenambah  variabel lain
vang diduga mempengaruhi kinerja organisasi
seperti perangkat pendukung. Penelitian ini juga
dapat menambahkan variabel dependen yang lain
seperti dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Wilayah penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja
Pemerintah Daerah Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman, sehingga penelitian selanjutnya dapat
memperluas obyek penelitian di sector non
pemerintah seperti lembaga lembaga social
ataupun perusahaan swasta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Keterbatasan

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Ada dampak yang signifikan antara Partisipasi
masyrakat terhadap kinerja organisasi Pemda dil.
Dinas tatar ruang dan pemukiman kabupaten
clanjur.

2. Ada dampak yang signifikan antara Peclayanan
terhadap kinerja organisasi Pemda di Dinas tatar 2.
ruang dan pemukiman kabupaten cianjur .
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Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan-
keterbatasan, diantaranya:
Adanya variabel lainnya yang diduga berpengaruh
terhadap kinerja organisasi dan good government
governance namun belum tercakup dalam
penelitian ini.
Responden yang digunakan dalam penelitian ini
adalah PNS di pemda dinas permukiman dan tata
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